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m
LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1986

SERlE "C" No"!

PERATURAN DAERAH PROPINSIDAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 12 TAHUN 1986

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH GENAP MUPAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang :

a. bahwa dengan telah selesainya dibangun pabrik pengolahan kopl di
Pondok Gajah Kabupaten Daerah Tlngkat II Aceh Tengah oleh Proyek
LTA-77, maka untuk kelancaran operasional pabrik sehingga lebih ber­
daya guna dan berhasil guna perlu adanya suatu Badan Usaha milik Dae­
rah yang akan rnengelola kegiatan pabrik secara menyeluruh, disamplng
berfungsi sebagai penunjang pengembangan sarana perekonomian dan
pembangunan Daerah,

b. bahwa untuk maksud tersebut dlatas, perlu membentuk suatu Perusaha­
an Daerah milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan me­
netapkan dalam suatu Peraturan Daerab.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin­
tahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun1956 tentangPembentukan Propinsi
Aceh;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yo
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak ber-
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lakunya Undang-undang dan berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Per­
tanggung Jawabandan Pengawasan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Ben­
tuk Peraturan Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelola­
an Barang Pemerintah Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman
Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1084 tentang Tatacara
Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor
020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri ianggal7 Oktober 1981 Nomor
536·666 teniang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian
Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Isti­
rnewaAceh,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TEN­
TANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH GENAP MUPAKAT.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
c. Gubernur Kepala Daerah adalahGubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh;
d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Genap Mupakat Propinsi

Daerah Istimewa Aceh ;
e. .Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Genap Mupakat Propinsi

[)aerah Istimewa Aceh ;
f. Badan pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;
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g. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Genap Mupakat Propinsi
Daerah Istimewa Aceh ;

h. Koperasi Petani Kopi adalah Koperasi Unit Desa (KUD) Entan Pase.

B A B II
PENDIRIAN

Pasal 2

(1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Perusahaan Daerah,
dengan nama Perusahaan Daerah Genap Mupakat.

(2). Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha­
usaha dan kegiatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal3

Dengan tldak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap
Perusahaan Daerah berlaku segala ketentuan hukum di Indonesia.

BA B III
TEMPAT KEDUDUKAN, TUjUAN

DAN LAPANGAN USAHA

Pasal4

(1). Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Takengon,
dan apabila dipandang perlu dapat mendirikan Cabang-cabang/per­
wakilan usahanya di tempat-tempat lain.

(2). Pendirian Cabang-cabang/perwakllan usahanya dimaksud pada ayat
(1) pasal ini ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan
Gubernur KepalaDaerah dengan pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal5

(1). Tujuan didirikannya Perusahaan Daerah adalah sebagai salah satu usa­
ha untuk meningkatkan sumber pendapatan asli Daerah dan sebagai
sarana pengembangan perekonom ian dalam rangka Pembangunan Dae­
rah khususnya dan Pembangunan Nasional umumnya.

(2). Untuk mencapai tujuan tersebut pada ayat (1) pasal ini Perusahaan Dae­
rah berpedoman pada dasar-dasar ekonomi perusahaan yang sehat, efi­
sien, efektif serta terciptanya kegairahan kerja dalam perusahaan.

Pasal6

(1) Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan usaha industri pengolahan
dan perdagangan 'kopi,
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(2). Pengembangan atau penambahan lapangan usaha Perusahaan Daerah
seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus mendapatkan persetujuan
Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Peng­
awa~

(3). Disamping lapangan usaha tersebut pada ayat (1) pasal ini Perusahaan
Daerah juga mempunyai tugas untuk melakukan penyuluhan dan pern­
binaan terhadap usaha tani petani kepi di wilayah kerja Perusahaan
Daerah.

Pasal7

(1). Dalam melaksanakan kegiatan usahanya Perusahaan Daerah dapat be­
kerja samadengan BUMN, Koperasi maupun Swasta.

(2). Sesuai ketentuan ayat (1) pasal ini, maka Perusahaan Daerah mengada­
kan kerja sarna dengan Koperasi Petani Kopi, yang merupakan wakil­
wakil para petani kopi dan turut memiliki modal dasar Perusahaan
Daerah.

BAB IV
MODAL
Pasa 18

(1). Modal dasar Perusahaan Daerah seluruhnya berjumlah
Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus [uta rupiah).

(2). Dari jumlah modal dasar tersebut pada avat (1) pasal ini telah disetor
sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus [uta rupiah), yang
merupakan kekavaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana ditetapkan
dalam Neraca awai Perusahaan DaerahGenap Mupakat per 1 [anuari
1987.

(3). Modal dasar yang telah dlsetor sebagaimana tersebut pada ayat (2)
pasal ini,diserahkan kepada ;

a. Pemerintah DaerahTingkat II AcehTengah 30%
b. Koperasi Petani Kopi . . . . . . . . . . . . . . . . 20%

(4). Modal dasar PerusahaanDaerah tersebut pada avat (1) pasal ini, dapat di­
tambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan di­
tetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlakunya setelah mendapat
pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal9

(1). Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan
dipupuk menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
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(2). Perusahaan Daerah tidak mempunyal eadangan diam atau cadangan
rahasi..

(3). Semua alat Ilkuid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau
Bank Pemerlntah lain yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB V
PENGELOLAAN

Pasal10

(1). Anggota Direksi terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tlga] orang dan se­
kurang-kurangnya 2 (dua) orang

(2). Salah seorang Anggota Dlreksi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetap­
kan sebagai Direktur Utamadan iainnyasebagai Direktur.

(3). Dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah, Direksi dibantu
oleh KepalaBldang.

(4). Pengecua!ian ketentuan dimaksud ayat (1) pasal ini harus terlebih da­
hulu mendapat persetujuan Menteri Da!am Negeri.

(5). Tanggung jawab administratif fungsional Perusahaan Daerah dilakukan
oleh Direktur Utama kepadaGubernur Kepala Daerah.

(6). Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur bertanggung jawab kepada Direk­
tur Utamadan Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Direktur.

(7). Gubernur Kepala Daerah menetapkan pedoman dan perineian lebih lan­
jut mengenai Susunan Organisas! dan Tata Kerja Perusahaan Daerah.

Pasal11

(1). Direksi berwenang menetapkan tata tertib dan tata kerja Perusahaan
Daerah.

(2). Direksi dalam menjalankan Perusahaan Daerah, berdasarkan kebijak- ~ ff
sanaan umum yang digariskan oleh Gubernur Kepala Daerah dan atau
Badan Pengawas sesual dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Pasa! 12

(1). Direksi memerlukan persetujuan atau pemberlan kuasa dari Gubernur
Kepala Daerahuntuk melakukan hal-hal :

a, Mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama Perusahaan Daerah yang
berlaku untuk jangkawaktu lebihdari 1 (satu) tahun.

b. Mengadakan pinjamandan mengeluarkan obligasi.

e. Memperoleh, memindah tangankan atau membebanj benda tak ber-
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gerak,

d. Mengadakan investasi baru.

e. Penyertaanmodal dalam Perusahaan lain.

f. Mewakili Pejusahaan Daerah, di dalam maupun di luar Pengadilan.

g. Mengadakan tlndakan-tlndakan lainyang dipandang perlu adanya
persetujuanatau pengesahan Gubernur KepalaDaerah.

(2). Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagalmana tersebut pada ayat
(1) pasal ini, diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat-
kan pertimbangan Badan Pengawas. .-

(3). Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut
pada ayat (1) pasal ini, segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili
Perusahaan Daerah dan menjadl tanggung jawab pribadl Direksi yang
bersangkutan.

(4). Direksi dalam rnelaksanakan ketentuan tersebut pada huruf f ayat (1)
pasal ini, dapat menyerahkan kekuasaan dimaksud kepada seorang
Anggota Direksi lalnnya atau kepada seorang dan atau beberapa orang
pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk ltu, atau pe­
[abat laindl luar Perusahaan Daerah.

Pasal13

(1). Direksi dalam mengadakan barang Inventaris untuk kepentingan pe­
nyelenggaraan Perusahaan Daerali harus dilakukan sesuai dengan Ang­
garan Perusahaan dan harus dilaporkan kepada Gubernur Kepala Dae-'
rah melalu I Badan Pengawas,

(2). Setiap rnutasi barang inventaris Perusahaan Daerah baik status rnau­
pun fisik, baru dapat dilakukan setelah dltetapkan dengan keputusan
Gubernur Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dari Badan Pe­
ngawas.

(3). Keputusan Gubernur Kepala Daerah tersebut pada ayat (2) pasal ini,
baru berlaku setelah disahkan oleh Mentari Dalarn Negeri, menu rut
ketentuah perundang-undangan yang berlaku,

(4). Direksi mengusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan
Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak di­
gunakan atau tldak bermanfaat lagl untuk dijual, dihapuskan sesuai de­
ngan ketentuan perundang-undangan yangberlaku,

Pasal14.

Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Guber-
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nur KepalaDaerahmelalui Badan Pengawas.

BAB VI
KETENTUAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DIREKSI, KEPALA BIDANG DAN KEPALA SEKSI

Pasal15

(1). Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi syarat
syarat umum dan khusus serta svarat-syarat lain yang diperlukanuntuk
menunjang kemajuan Perusahaan Daerah.

(2). Svarat-svaratdimaksud pada avat (1) pasal ini adalah :

a. Syarat-syaratumum :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan YangMahaEsa ;
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar1945 ;
4. Setia dan. taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Daerah ;
5. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak iangsung dalam se­

tiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti
G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya ;

6. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa serta kepada
Pemerintah Daerah ;

7. Tidak dicabut hak pilihnyaberdasarkan keputusan Pengadilan yang mem­
punyai kekuatan hukum pasti ;

8. Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebihdari 60 (enam puluh)
tahun.

b. Syarat-svarat khusus :

1. Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan ;
2. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalarnan kerja yang

cukup di bidang pengelolaan Perusahaan ;
3. Berwibawa dan jujur ;

(3). Sebelum Anggota Direksi melaksanakan tugasnya terhadap yang bersang­
kutan terlebih dahulu oleh Gubernur Kepala Daerah dilakukan pelantik- .
an dan pengambilan sumpah menurut ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

(4). Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku [abatan rangkap
yaitu :

a. Sebagai Anggota Direksi pada Perusahaan Daerah lalnnva, Perusaha-

-11-



haan Swasta dan atau iabatan lain yang berhubungan dengan pe­
ngelolaan Perusahaan ;

b. Sebagalpejabat .truktural dan fungsional lainnya dalam lnstansi
atau l.embaga Pemerlntah Pusatdan Daerah ;

c. Sebagai pejabat lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Dae­
rah inl dan ketentuan perundang-undangan lalnnya yang berlaku.

(5). Anggota Direksi dllarang mempunyai kepentlngan prlbadi langsung atau
tidak langsung pada Perusahaan perkumpulan lain dalam lapangan yang
bertujuan mencari laba.

Pasal 16

(1). Dlreksi 'diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas
untuk rnasa jabatan selama 4 (empat) tahun dan setelah selesal masa jaba­
tannya dapat diangkat kembali dengan memperhatlkan ketentuan di­
maksud dalam pasal15 Peraturan Daerah ini.

(2). Pengangkatan tersebut pada ayat (1) pasal ini dllakukan setelah men­
dapat persetujuan prlnsipdari Menteri Dalam Negeri.

(3). Kepala Bidang dlangkat dan diberhentikan oleh Dlreksl dengan mernper­
hatikan svarat-svarat seperti dimaksud dalam pasal15 ayat (2) Peraturan
Daerah ini serta memperhatlkan pula pertimbangan Badan Pengawas.

(4). Kepala Seksl diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan rnernper­
hatikan ketentuan Pokok Kepegawalan Perusahaan Daerah.

Pasal17

(1). Antara sesama Anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dengan
Kepala Bldang tidak dlperkenankan ada hubungan keluarga sampaidera­
jad ketiga, baik menurut garls lurus maupun garis kesamping, termasuk
menantu dan lpar, kecuali jlka untuk kepentlngan Perusahaan Daerah
dan setelah rnendapat izin Gubernur Kepala Daerah,

(2). Apabila setelah pengangkatan, mereka masuk dalam hubungan keluarga
sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasal ini, untuk melanjutkan jabat­
annya diperlukan izln tertulis dari Gubernur Kepala Daerah setelah men­
dapat pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal18

(1). Anggota Dlreksi berhenti karena meninggal dunia atau masa jabatannva
berakhir.

(2). Direksl dapat dlberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah sebelurn rnasa
[abatannya berakhir, karena ;
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a. Permintaan sendiri ;
b. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah ;
e. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengankepentlng­

an Pemerintah Daerah maupun kepentingan Negara ;
d. Sesuatu yangmengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya

secarawajar,
(3). Pemberhentian karena alasan tersebutpada ayat (2) huruf b, e dan d

pasal ini, jika rnerupakan suatu perbuatan pidana, merupakan pember­
hentian tidak dengan hormat,

(4). Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b,
e dan d, pasal inj dilakukan, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk membela dirl.dalam waktu satu bulan setelah kepada­
nva diberitahukan tentang niat akan pemberhentian tersebut oleh Guber­
nur Kepala Daerah.

(5). Selama persoalan yang dimaksud pada ayat (3) pasal .ini belum diputus­
kan, Gubernur KepalaDaerah dapat memberhentikan untuk sementara
waktu Anggota Direksi yang bersangkutan,

(6). Apabila dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara belum
ada keputusan tentang pemberhentiannya, Anggota Direksi berdasarkan
ketentuan ayat (2) pasal ini, pemberhentian sementara tersebut menjadi
batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan
jabatannya, keeuali untuk keputusan pemberhentian. dimaksud pada ayat
(3) pasal ini diperlukan keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberita­
hukan kepada yang bersangkutan.

B A B VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

P'a sa l 19

(1). Untuk melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah, dibentuk
Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Dae-
rah, '

(2). Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap
pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk Pelaksanaan Rencana Kerja

,,9an Anggaran Perusahaan.

Pa,sal20

Badan Pengawasmelaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaah Daerah
dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dariGuber­
nur Kepala Daerah.
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Pas a I 21

Badan Pengawasdalam melaksanakan tugasnya berkewajiban

a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur Kepala Daerah me­
ngenai rancangan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan serta peruba­
han atau tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi ;

b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan serta
menyampaikan hasil penilaiannya kepada Gubernur Kepala Daerah
dengan tembusan kepada Direksi ;

c. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal
Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran, segera melapor­
kannya kepada Gubernur Kepala Daerah dengan disertai saran atau lang­
kah perbaikan yang harus dltempuh ;

d. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur Kepala Daerah de"
ngan tembusan kepada Direksi mengenai setlap masalah lain yang dlang­
gap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah ;

e. melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Gubernur
Kepala Daerah ;

f. memberikan laporan kepada Gubernur Kepala Daerah secara berkala
(triwulandan tahunan) tentang pelaksanaan tugasnya.

Pasal22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Peraturan
Daerah lni, Badan Pengawas wajib memperhatikan :

a. pedoman dan petunjuk-petunjuk Gubernur Kepala Daerah dengan senan­
tiasa memperhatikan efisiensi perusahaan ;

b. ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan
perundang-undangan yang berlaku ;

c. pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan Perusahaan Dae­
rah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direks!.

Pasal23

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas rnernpunval
wewenang sebagai berikut :

a. melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, me­
meriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa ke­
kayaan Perusahaan Daerah,
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b. meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan
yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah ;

c. meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direk­
si untuk menghadiri rapat Badan Pengawas ;

d. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan ter­
'hadap hal-hal yang dibicarakan ;

e. mengadakan kegiatan hal-hal lain yang dianggap perlu sesual dengan ke­
tentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

(1). Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnva 3 (tiga) bulan se­
kali atau pada waktu yangdiperlukan.

. (2). Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diblcarakan
hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan
tugas pokok, fungsi, hakdan kewajiban Badan Pengawas.

(3). Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atau dasar musyawarah untuk
mufakat.

(4). Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pas a I 25

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Gubemur
Kepala Daerahdapat mengangkatseorang Sekretaris yang diangkat dari ling­
kungan Badan Pengawas,

Pasal 26

(1). Anggota Badan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang
dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua dan Ang­
gota,

(2). Badan Pengawas terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah,
Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Tengah, Koperasi Petani Kopi dan
tenagaahli.

(3). Gubemur Kepala Daerah karena jabatannya (secara exofflclo] menjabat
sebagai Ketua Badan Pengawas atau dapat menunjuk pejabat lainsebagai
Ketua Badan Pengawas.
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BA B VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

BADAN PENGAWAS

Pasal27

(1). Anggota Badan Pengawas diangkat dari tenaga yang mempunyai dedi­
kasi dan dipandang cakap serta mempunyai kernampuan untuk men­
jalankan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah mengenai pembinaan
dan pengawasan Perusahaan Daerah.

(2). Disamping syarat dimaksud pada avat (1) pasal ini, Anggota Badan Pe­
ngawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan de­
ngan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah.

(3). Sebelum Anggota Badan Pengawas melaksanakan tugasnya terhadap
yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Gubernur Kepala Daerah di­
lakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan menurut keten­
tuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal28

(1). Penetapan dan pengangkatan Anggota Badan Pengawas tersebut pada
ayat (1) pasal 26 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur Ke­
pala Daerah setelah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Da­
lam Negeri.

(2). Anggota Badan Pengawas setelah selesai masa labatannya dapat diang­
kat kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dimak­
sud dalam pasal 27 Peraturan Daerah ini.

Pasal29

(1). Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan
Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sarnpai de­
rajad ketiga, baik menurut garis lurus atau garis kesamping terrnasuk me­
nantu dan ipar.

(2). Jika setelah pengangkatan, rnereka rnasuk dalam hubungan yang ter­
larang itu, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari
Gubernur KepalaDaerah.

Pasal 30

Apabila Gubernur Kepala Daerah berpendapat bahwa Anggota-anggota atau
salah seorang Anggota Badan Pengawas setelah menjabat beberapa waktu ter­
nyata tidak atau tidak dapat menjalankan tugasnva dengan baik, atau karena
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alasan lain Gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan Anggota Badan
Pengawas tersebut.

Pasal31

Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Ba­
dan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara
langsung maupun tldak langsung dengan kepentingan PerusahaanDaerah.

Pasal32

Semua pemblayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibeban­
kan kepada Anggaran Perusahaan Daerah.

BAB IX
SATUANPENGAWASANINTERN

Pas a I 33

(1). Untuk melaksanakan pengawasan intern dalam Perusahaan Daerah, Di­
rektur Utama membentuk Satuan Pengawasan Intern.

(2). Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini, dapat dilakukan atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

(3). Dalam melaksanakan tugasnva, Satuan Pengawasan Intern sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diplmpin oleh seorang Kepalayangb,er­
tanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Pasal 34

(1). Satuan Pengawasan Intern bertugas membantu Direktur Utama dalam
mengadakan penllaianatas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen)
dan pelaksanaannya pada Perusahaan Daerah serta memberikan saran­
saran perbaikannya,

(2). Direksi Perusahaan Daerahdapat menggunakan pendapat dan saran Satu­
an Pengawasan Intern sebagai bahan untuk melaksanakanpenyempurna­
an pengelolaan (manajemen) Perusahaan Daerah yang baik dan dapat di­
pertanggung jawabkan.

Pas a I 35

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga ke­
lancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lain dalam Perusahaan Daerah
sesuai dengantugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

-17-



Pi s a I' 36

Pimpinan Satuan Pengawasan Intern harus memiliki pendidikan dan atau ke­
ahllan yang cukup dan memenuhi persvaratan sebagai Pengawas Intern yang
obyektif dan berdedikasi tinggi.

Pas a I 37

Kepala Satuan Pengawasan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur
Utama setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah dan de­
ngan pertimbangan Badan Pengawas.

BA B X
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI

RUGI PEGAWAI

Pas a I 38

(1). Semua pegawai Perusahaan Daerah terrnasuk Anggota Direksi, yang ter­
nvata melakukan tindakan merugikan Perusahaan Daerah karena tindak­
an melawan hukum dan atau melalaikan tugas dan kewajiban dan tugas
yang dibebankan kepadanva dengan langsung atau tidak langsung, di­
wajibkan mengganti kerugian tersebut.

(2). Segala ketentuan tentang tuntUtan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah
atau Pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai atau Direksi
Perusahaan Daerah.

(3). Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang diberi tugas menyimpan, mem­
bayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga serta barang per­
sediaan yang dimiliki Perusahaan Daerah, wajib memberikan pertang­
gung jawaban tentang pelaksanaan tugasnva sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

(4). Tuntutan terhadap Pegawai yang melalaikan tugas dan kewajiban yang di­
bebankan kepadanva' dimaksud pada ayat (1 )pasal ini, dilakukan menu­
rut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Perusahaan Daerah.

(5). Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk bagian dari tata buku
dan adrninistrasi Perusahaan Daerah.disimpan di ternpat Perusahaan Dae­
rah atau di ternpat lain yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah, ke­
cuali dalam hal dimaksud pada ayat (3) pasal ini, untuk sementara di­
simpan atau dipindahkan kepada Badan Pemeriksaan Keuangandan Pem­
bangunan (BPKP) yang menganggap perlu untuk kepentingan suatupe­
meriksaan.

(6) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak
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dan pemeriksaan Akuntan, surat bukti atau surat-surat dimaksud pada
ayat (5).pasal ini untuk sementaradapat dipindahkan ke Badan Pemerik­
saanKeuangan danPembangunan (BPKP).

BA B XI
TAHUN BUKU DAN ANGGARANPERUSAHAAN

DAER.AH
Pasad·39

Tahun buku Perusahaan Daerahadaiah tahun takwim.

Pasal40

(1) Direksl wajib membuat Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap tahun
buku dan selambat-larnbatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang
bersangkutan mulai berlaku, sudah diajukan untuk dimintakan persetuju­
an pengesahan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

(2). Gubernur Kepala Daerah setelah menerima pengajuan seperti tersebut
pada ayat (l) pasal ini, memberikan keputusan mengenai pengesahan
atau penolakannya selambat-lambatnva dalam.waktu 2 (dua) minggu se­
belum tahun.anggaran yang bersangkutan berjalan.

(3). Anggaran Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak ber­
laku ataU tidak berJaku sepenuhnya jika Gubernur Kepala Daerahsetelah
mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas mengernukakan keberatan
atau menolak Anggaran Perusahaan Daerah tersebut.

(4). Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan seperti tersebut pada ayat
(3) pasal ini, Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Anggaran
Perusahaan Daerah dimaksud selambat-Iambatnya dalam triwulan per­
tama tahun buku yang bersangkutari berjalan.

(5). Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran yang diadakan oleh Di­
reksi dalam tahun buku yang bersangkutan berJaku setelah mendapat ke­
putusan pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah.

(6). Apabi!a Anggaran Perusahaan Daerah yang telah diajukan oleh Direksi
belum mendapat peengesahan Gubernur Kepala Daerah, sambi! me­
nunggu pengesahan dimaksud diberlakukan Anggaran Perusahaan Daerah
tahun yang lalu sebagaidasar pelaksanaan untuk tahun yang berjalan.

BA B XI1
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA,

KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH DAN
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN
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15 %
40%
25 %
10 %

Pasal 41

Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkaladan ke­
giatan Perusahaan Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan
Pengawas, sekali dalam setiap triwulan.

Pas a I 42

(1). Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca
dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tiap tahun buku kepada Gubernur
Kepala Daerah melalui Badan Pengawas selambat-Iambatnya akhir bulan
Maret tahun berikutnya.

(2). Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berdasarkan pemeriksaan Akuntan
Negara/Akuntan publik.

(3). Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, setelahdi­
pertimbangkan oleh Badan Pengawas disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah.

(4). Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah di­
sahkan jika selambat-Iambatnya 3 (tlga) bulan setelah dlterlma perhitung­
an oleh Gubernur Kepala Daerah tidak diajukan keberatan secara tertulis.

B A B XIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pas a I 43

(I). Dari laba bersih yang telah dlsahkan menurut pasal42 Peraturan Daerah
ini, setelah lebih dahulu dikurangi Cadangan Tujuan, ditetapkan peng­
gunaan sebagai berikut:

a. Untuk dana Pembangunan Daerah, sebesar .
b. Untuk pemegang saharn, sebesar ....•.........
c. Untuk Cadangan Umum, sebesar .............•
d. Untuk [asa produksi, sebesar .
e. Untuk sumbangan dana pensiun Pegawai dan soko-

ngan,sebesar .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 %
f. Untuk dana sosial dan pendidikan Pegawai,sebesar . . 5 %

) .
(2). Besarnya cadangan tujuan tersebut pada ayat (1) pasal ini serta pengo

gunaannyaditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
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B A B XIV
KEPEGAWAIAN

Pasal 44

(1). Ketentuan pokok-pokok kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan
oleh Gubernur Kepala Daerah dengan Surat Keputusan setelah rnendapat
pertimbangan dari Badan Pengawas,

(2). Kedudukan gaji, pesangon, penghasilan danfasilitas lainnya bagi Direksi
ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan Surat Keputusan se­
telah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

(3). Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/karyawan Perusahaan
Daerah sesuai dengan ketentuan pokok Perusahaan Daerah.

(4). Gaji, pensiunan/pesangon, penghasilan dan fasilitas-fasilitas lainnya bag;
pegawai/karyawan Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksl dengan
persetujuan Badan Pengawas,

BAB XV
PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN STATUS

PERUSAHAAN DAERAH
Pasal45

(1). Pembubaran, peleburan, penggabungan atau perubahan status Perusaha­
an Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2). Gubernur Kepala Daerah menunjuk Iikuidatur denganpersetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, jlka Perusahaan Daerah dibubarkan.

(3). Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan Iikuidasl dikuasai
oleh Pemerintah Daerah.

(4). Pertanggungjawaban Iikuidasi olehlikuidatur yang menyangkut tanggung
jawab pekerjaan yang telah dlselesaikan olehnya, dilakukan oleh Guber­
nur Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah.

(5). Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah menanggung kerugian yang di­
derita oleh pihak ketiga, jika kerugian Itu dlsebabkan neraca dan per­
hitungan laba rugi yang telah dlsahkan tidak menggambarkan keadaan
Perusahaan yang sebenarnya.

L
B A B XVI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal.46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan dltetapkan lebih
lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelak-
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sanaannya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan pedoman yang
berlaku.

Pas a I 47

(1). Peraturan Daerah ini dapat disebut "PERATURAN DAERAH TEN­
TANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH GENAP MUPAKAT"

(2). Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam
Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Banda Aceh, 31 Desember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH

ISTIMEWA ACEH,

K E T U A,

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan dalam Lembaran Dae­
rah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor 2 Seri "e"· tgl 5 Pebruari
1987

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

(ASNAWI HASJMY. SH )
NIP: 390003081

GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH,

IBRAHIM HASAN

Peraturan Daerah lnl telah disahkan
oleh Menteri Dalam Negerl dengan
Keputusannya Nomor : 539.21-069
tgl. 31-1-1987
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PENJELASAN

I. UMUM;

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Daerah (PPW).,
Proyek Pengembangan Kopi Rakyat di Aceh Tengah (LTA77/K 12­
Canard/a) telah selesai membangun satu unit Pabrik pengolahan kopi
rakyat di Pondok Gajah.

b. dengan selesai dibangunnya pabrik pengolahan kopi tersebut, perlu di­
bentuk suatu Badan Usaha Milik Daerah yang akan rnengoperasikan dan
mengelola kegiatan pabrik secara menyeluruh.

c. bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Peme­
rintah Daerah dapat membentuk Perusahaan Daerah yang berfungsi se­
bagai penunjang sarana perekonomian dan pembangunan Daerah serta
sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

d. bahwa pengaturan-pengaturan mengenai pendirian suatu Perusahaan Dae­
rah harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL OEMI PASAL.

1. Pasa! 1 sid pasa! 7 ayat (1) cukup jelas.
2. Pasa! 7 ayat (2) :

Sesuai dengan !apangan usaha Perusahaan Daerah, Perusahaan Dae­
rah mengadakan hubungan kerja sama dengan Koperas! Petani Kopi
Entan Pase yang anggota-anggotanva terdiri dari para petani kopi
yang ada d! Desa-desa disekitar/dalam lingkungan kegiatan pabrik.

3. Pasal 8 ayat (1) cukup jelas.
4. Pasa! 8 ayat (2)

Dalam rangka kegiatan Perusahaan Daerah, Pemerintah Daerah me­
ngikut sertakan Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Tengah disam­
ping mengadakan kerja sama dengan Koperasi Petani Kopi (KUD
Entan Pase) dan turut memiliki modal dasar Perusahaan Daerah, de­
ngan menyerahkan masing-masing30% dan 20% dari jumlah modal
dasar yang telah disetor.

5. Pasal 8 ayat (3) sid pasal47 cukup jelas.
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